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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM
PENINGKATAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT BERBASIS

KOMUNITAS (PPMK) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

(Kasus Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Margodadi Jaya
Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Lampung)

Oleh

Indah Ayu Dianti

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan program PPMK di
Kelurahan Margodadi Kota Metro (2) mengetahui apakah program PPMK telah
efektif dalam meningkatkan pendapatan anggota KSM di Kota Metro, dan (3)
mengetahui faktor – faktor apa saja yang berhubungan dengan efektivitas program
PPMK di Kota Metro.  Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja di Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro
Selatan, Kota Metro.  Responden penelitian ini sebanyak 25 anggota Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) yang mendapatkan pinjaman modal pada Program
Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK).
Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2016.
Penelitian ini menggunakan metode kasus dengan deskriptif dan menggunakan
analisis tabulasi silang untuk menguji hipotesis.  Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) pelaksanaan program PPMK berjalan dengan baik 2) program PPMK
efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota KSM, dan 3) faktor-faktor
yang berhubungan positif dengan efektivitas program PPMK yaitu kualitas
sumberdaya manusia, kondisi modal sosial, dan kualitas sumberdaya keuangan.

Kata kunci: Efektivitas, LKM, Program PPMK.



ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF PROGRAM COMMUNITY-BASED
LIVELIHOOD IMPROVEMENT (PPMK) ON IMPROVING THE

MEMBER INCOME OF SELF-HELP GROUPS COMMUNITY (KSM)
IN SELF-SUPPORTING INSTITUTION COMMUNITY (LKM)

MARGODADI JAYA SOUTH METRO DISTRICT
METRO CITY LAMPUNG

By

Indah Ayu Dianti

This study aims to find out (1) the implementation of PPMK program in
Margodadi Sub-district Metro City, (2) the effectiveness of PPMK program in
improving the income of KSM members in Metro City, and (3) factors that related
to the effectiveness of PPMK Program in Metro City.  The location of this study
was chosen purposively in Self-Supporting Institution Community (LKM)
Margodadi Sub-district, South Metro District, Metro City.  The respondents of
this research were 25 members of Self-Help Groups Community (KSM) whom
get capital loans in PPMK Program.  Data of this research collected in August -
September 2016.  The research method used case method with descriptive and
tabulation analysis to test the hypothesists.  The results of the research were (1)
the implementation of PPMK Program was running well, (2) PPMK Program was
effective in improving the income of KSM members, and (3) the factors that
related to the effectiveness of PPMK Program were human resource quality,
social capital condition, and finance resource quality.

Key words: Effectiveness, LKM, PPMK Program.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Kehidupan perekonomian di Indonesia dari masa ke masa terus berkembang,

namun perkembangan perekonomian yang terjadi dalam masyarakat

cenderung tidak merata. Di satu sisi masyarakat dapat merasakan

peningkatan pendapatan dalam kehidupan ekonominya, namun di sisi lain

banyak masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi

yang ada. Hal ini dipicu oleh ketidakberdayaan masyarakat dalam

menghadapi permasalahan ekonomi seperti lemahnya sektor usaha kecil dan

menengah yang dijalankan dan kesulitan dalam hal permodalan.

Pada suatu pembangunan ekonomi, kemiskinan merupakan masalah yang

sering dihadapi oleh negara yang sedang berkembang tak terkecuali di

Indonesia. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab masalah kemiskinan di

antaranya yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pendidikan yang

rendah, sedikitnya lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi faktor-faktor

lain yang menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan.

Menurut Parsudi (1995), kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang

rendah dengan adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah
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atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum

yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.   Standar kehidupan yang

rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan

kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong

sebagai orang miskin.

Friedman (1979), dalam Badruddin (2016) mengartikan kemiskinan adalah

ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial,

yang meliputi: aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber

keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik

yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan

sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan

keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

untuk pengentasan kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin mulai

berkurang dari tahun ke tahun.   Berikut ini adalah jumlah penduduk miskin di

Indonesia yang tersebar di setiap provinsi.   Jumlah penduduk miskin di

Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1.  Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia
Tahun 2012-2015.

No Provinsi 2012
( Ribu jiwa)

2013
(Ribu jiwa)

2014
(Ribu jiwa)

2015
(Ribu jiwa)

1 Aceh 909.00 855.71 837.42 859.41
2 Sumatera Utara 1407.20 1390.8 1360.6 1508.14
3 Sumatera Barat 404.70 380.63 354.74 349.53
4 Riau 483.10 522.53 498.28 562.92
5 Jambi 271.70 281.57 281.75 311.56
6 Sumatera Selatan 1057.00 1108.21 1085.8 1112.53
7 Bengkulu 311.70 320.41 316.5 322.83
8 Lampung 1253.8 1134.28 1143.94 1100.68
9 Kep.  Bangka

Belitung
71.40 70.9 67.23 66.62

10 Kep.  Riau 131.20 125.02 124.17 114.83
11 DKI Jakarta 363.20 375.7 412.79 368.67
12 Jawa Barat 4477.50 4382.65 4238.96 4485.65
13 Jawa Tengah 4977.40 4704.87 4561.82 4505.78
14 DI Yogyakarta 565.30 535.18 532.58 485.56
15 Jawa Timur 5071.00 4865.82 4748.42 4775.97
16 Banten 652.80 682.71 649.19 690.67
17 Bali 168.80 186.53 195.96 218.79
18 Nusa Tenggara Barat 852.60 802.45 816.62 802.29
19 Nusa Tenggara

Timur
1012.50 1009.15 991.88 1160.53

20 Kalimantan Barat 363.30 394.17 381.91 405.51
21 Kalimantan Tengah 148.00 145.36 148.82 148.13
22 Kalimantan Selatan 189.90 183.27 189.49 189.16
23 Kalimantan Timur 253.30 255.91 252.68 209.99
24 Kalimantan Utara - - - 40.93
25 Sulawesi Utara 189.10 200.16 197.56 217.15
26 Sulawesi Tengah 418.60 400.09 387.06 406.34
27 Sulawesi Selatan 825.80 857.45 806.35 864.51
28 Sulawesi Tenggara 316.30 326.71 314.09 345.02
29 Gorontalo 186.90 200.97 195.1 206.51
30 Sulawesi Barat 160.50 154.2 154.69 153.21
31 Maluku 350.20 322.51 307.02 327.78
32 Maluku Utara 91.80 85.82 84.79 72.65
33 Papua Barat 230.00 1057.98 225.46 225.54
34 Papua 966.60 234.23 864.11 898.21

Indonesia 29132.40 28553.93 27727.78 28513.57

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2016.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan Provinsi dengan

jumlah penduduk termiskin ke 5 (lima) setelah Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat,dan Sumatera Utara di Indonesia dari jumlah Provinsi sebanyak 34

Provinsi. Data jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung selama 2 (dua)
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tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah

penduduk miskin sebanyak 1.143.940 jiwa menjadi 1.100.680 jiwa pada tahun

2015.

Berikut ini secara rinci jumlah persentase penduduk miskin menurut

kabupaten/ kota di Provinsi Lampung selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah persentase penduduk miskin per kabupaten/kota di
Provinsi Lampung tahun 2012-2014*.

No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014
1 Lampung barat 15.13 13.96 13.70
2 Tanggamus 16.1 15.24 14.95
3 Lampung selatan 18.19 17.09 16.77
4 Lampung timur 18.59 17.38 17.05
5 Lampung tengah 14.96 13.37 13.13
6 Lampung utara 25.16 23.67 23.32
7 Way kanan 16.54 15.36 15.03
8 Tulang bawang 9.43 8.04 8.66
9 Pesawaran 18.01 17.86 17.51
10 Pringsewu 11.01 9.81 9.83
11 Mesuji 7.69 5.81 6.57
12 Tulang

Bawang Barat
6.73 6.31 7.12

13 Bandar Lampung 12.65 10.85 10.60
14 Metro 12.09 11.08 10.82

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2016.
Keterangan: (*) data diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat persentase penduduk miskin di

kabupaten/ kota di Provinsi Lampung mulai berkurang dari tahun ke tahun

begitu juga hal yang sama terjadi pada Kota Metro dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2014 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 persentase
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penduduk miskin sebanyak 12.09 persen menjadi 11, 08 persen pada tahun

2013,  pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 10,82 persen.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Metro tersebut tidak

lepas dari upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pemerintah membuat berbagai kebijakan secara khusus yang memihak

masyarakat miskin agar tercapainya tujuan untuk membuat masyarakat miskin

tersebut memperoleh kehidupan yang layak. Pemerintah Republik Indonesia,

telah dan sedang mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan

melalui berbagai program yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga

terkait. Penanganan kemiskinan selama ini telah dilakukan dengan berbagai

program khusus penanggulangan kemiskinan.

Program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi

kemiskinan antara lain dibedakan menjadi tiga klaster diantaranya klaster satu

yaitu program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis

keluarga diantaranya yaitu Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Raskin,

dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), kemudian di klaster dua yaitu program

kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,

sedangkan pada program klaster tiga yaitu penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Ketiga program pada

klaster tersebut sudah dan atau sedang dijalankan oleh pemerintah yang

bertujuan untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia (TNPK, 2016).

Salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dimulai pada tahun
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2007. Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan,

PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa

Tertinggal.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)

merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digunakan

untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah

perkotaan.  Pada pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan pada

masyarakat. Program ini melatih masyarakat untuk berperan aktif dalam

pengentasan kemiskinan dan memperbaiki kualitas kehidupannya. Banyak

fasilitas yang diberikan program nasional pemberdayaan masyarakat ini

melalui aspek tridaya, yaitu pengembangan ekonomi (Economic Development),

pengembangan sosial atau masyarakat (Social Development) dan perlindungan

lingkungan (Environmental Protection).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

yang dilaksanakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan

jumlah masyarakat miskin di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD’45. Strategi

dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan melibatkan unsur

masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan

dan evaluasi. Terdapat 3 program yang dijalankan oleh PNPM-MP yaitu

diantaranya program pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial.
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Salah satu bentuk program di bidang ekonomi yaitu berupa bantuan pinjaman

ekonomi bergulir yang diberikan pada masyarakat miskin. Pinjaman bergulir

diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka

menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga

digunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, dan kesopanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin diberikan

langsung kepada masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat

(LKM) di masing-masing kelurahan di berbagai daerah tak terkecuali di Kota

Metro, Provinsi Lampung. LKM adalah suatu lembaga yang dibentuk guna

memperlancar jalannya program PNPM-MP, dimana lembaga inilah yang akan

mengelola jalannya program yang ada, melalui Unit Pengelola Keuangan

(UPK) yang terdapat pada bagian LKM lah yang akan menilai layak atau

tidaknya masyarakat daerah tersebut mendapatkan pinjaman.

Provinsi Lampung mempunyai 2 (dua) kota yaitu Kota Bandar Lampung dan

Kota Metro.  Kota Metro merupakan kota dengan jumlah LKM terkecil

sebanyak 22 unit setelah Kota Bandar Lampung dengan jumlah LKM sebanyak

98 unit yang dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3.  Jumlah dan status kemandirian LKM berdasarkan Kota di
Provinsi Lampung Tahun 2015.

No Kota Jml
LKM

Status Kemandirian LKM

Awal Berdaya Mandiri
Menuju
Madani

1 Kota Bandar
Lampung

98 0 0 98 0

2 Kota Metro 22 0 0 20 2
Total 120 0 0 118 2

Sumber: Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)
Lampung, 2016.

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa dengan jumlah 22 unit LKM di Kota Metro

terdapat 2 (dua) unit LKM yang telah berstatus menuju madani yaitu status

tertinggi yang diterima oleh LKM, menuju madani yaitu sudah mampu

menanggulangi kemiskinan secara terpadu, dan mampu bermitra dengan

berbagai pihak, sedangkan Kota Bandar Lampung dengan jumlah 98 unit LKM

justru seluruhnya masih berstatus Mandiri.  Jumlah LKM sebanyak 2 (dua) unit

yang telah berstatus menuju madani di Kota Metro tersebut merupakan LKM

yang terpilih untuk mendapatkan Program Peningkatan Penghidupan Berbasis

Komunitas (PPMK).

PPMK pada dasarnya adalah program intervensi PNPM Mandiri Perkotaan

yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan-kegiatan produktif  yang

sebelumnya telah meminjam dana ekonomi bergulir dengan tingkat

pengembalian sebesar 98%.  Program PPMK pada dasarnya memiliki prinsip

pinjaman yang sama dengan pinjaman ekonomi bergulir, hanya saja jumlah

dana yang dipinjamkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman pada

ekonomi bergulir.  Kurun waktu pengembalian pinjaman juga lebih lama
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dibandingkan dengan pinjaman pada ekonomi bergulir.  Tabel 4 berikut ini

menyatakan jumlah LKM, status, serta daftar LKM penerima program PPMK

di Kota Metro tahun 2014.

Tabel 4. Jumlah LKM, status LKM, dan penerimaan program PPMK di
Kota Metro Tahun 2014.

No Kelurahan Jum
LKM

PPMK
Status Kemandirian LKM

Jum
KSM

A B M M.M
1 Sumbersari 1 0 0 1 0 32
2 Rejomulyo 1 0 0 1 0 35
3 Margodadi 1 1 0 0 0 1 149
4 Margorejo 1 0 0 1 0 147
5 Metro 1 0 0 1 0 45
6 Imopuro 1 0 0 1 0 40
7 Hadimulyo

Barat
1 0 0 1 0 43

8 Hadimulyo
Timur

1 0 0 1 0 136

9 Yosomulyo 1 0 0 1 0 35
10 Banjar Sari 1 0 0 1 0 68
11 Purwosari 1 0 0 1 0 20
12 Purwoasri 1 0 0 1 0 32
13 Karang Rejo 1 0 0 1 0 93
14 Mulyojati 1 0 0 1 0 63
15 Mulyosari 1 0 0 1 0 34
16 Ganjar

Agung
1 1 0 0 0 1 68

17 Ganjar Asri 1 0 0 1 0 36
18 Yosodadi 1 0 0 1 0 18
19 Tejo Sari 1 0 0 1 0 18
20 Tejo Agung 1 0 0 1 0 32
21 Iring Mulyo 1 0 0 1 0 87
22 Yosorejo 1 0 0 1 0 14

Total 22 2 0 0 20 2 1245

Sumber: Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) Lampung,
2016.

Keterangan: A : Awal B: Berdaya
M: Mandiri M.M: Menuju Madani
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Tabel 4 menunjukkan dari 22 unit LKM di Kota Metro terdapat 2 (dua) unit

LKM yang telah berstatus menuju madani dan mendapat program Peningkatan

Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) tahun 2014 hingga

sekarang.  LKM tersebut adalah LKM di Kelurahan Margodadi dan Ganjar

Agung.  Kelurahan Margodadi merupakan satu-satunya kelurahan dengan

predikat sebagai LKM terbaik se-Kota Metro.  Hal ini dibuktikan dengan

adanya prestasi LKM Kelurahan Margodadi berupa perolehan PNPM Award

pada tahun 2013 dari Walikota Metro.

Program PPMK ini diharapkan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat

miskin dengan pendekatan pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM).  Namun, secara garis besar saat program yang bersifat pinjaman ini

disinyalir memiliki berbagai masalah yaitu seperti keterlambatan dalam

pembayaran angsuran pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak

berdampak pada peningkatan pendapatan anggota KSM yang juga disinyalir

terjadi hal yang sama di LKM Margodadi Jaya. Oleh karena itu penulis tertarik

untuk meneliti tentang Efektivitas Program Peningkatan Penghidupan

Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) dalam Meningkatkan Pendapatan

Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka kemudian

dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Margodadi Kota

Metro?
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2. Apakah program PPMK telah efektif dalam meningkatkan pendapatan

anggota KSM di Kota Metro?

3. Faktor – faktor apa sajakah yang berhubungan dengan efektivitas program

PPMK di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Margodadi

Kota Metro.

2. Untuk mengetahui efektivitas program PPMK dalam meningkatkan

pendapatan anggota KSM di Kota Metro.

3. Untuk mengetahui hubungan faktor yang berhubungan dengan efektivitas

program PPMK di Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi pemerintah, dan LKM diharapkan dapat berguna sebagai

sumbangan pemikiran, informasi, serta masukan dalam pembuatan

kebijakan mengenai upaya menanggulangi kemiskinan di perkotaan di

Provinsi Lampung dan khususnya di Kota Metro.

2. Bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Agribisnis

pada khususnya sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2007), Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM) adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga di

tingkat kelurahan atau desa sebagai wadah sinergi masyarakat untuk

menggalang kekuatan dan potensi sumberdaya, baik yang dimiliki masyarakat

maupun dengan mengakses berbagai peluang sumberdaya dari luar

(channeling program), dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan

pembangunan permukiman di wilayahnya.  Menurut Soetomo (2012), LKM

adalah institusi lokal yang dibentuk melalui program PNPM dan di desain

sebagai institusi sukarela.  Proses dan pembentukannya tidak banyak campur

tangan pemerintah. Dibandingkan dengan program pemerintah yang lain,

program ini lebih kental dengan nuansa pendekatan.

a. Tujuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Tujuan dibentuknya LKM yaitu memimpin warga suatu kelurahan untuk

melakukan upaya penangulangan di kelurahan masing-masing dengan lebih

terorganisasi, terarah dan konsisten sebagai suatu gerakan moral.  Upaya
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penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan, LKM

mengorganisasikan warga untuk merumuskan program jangka pendek , dan

jangka panjang.

1) Jangka Panjang

Sebagai wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi di tingkat

masyarakat yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan

kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan upaya

penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

2) Jangka Pendek

Sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membahas, menyusun

prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam perguliran dananya. Selain

itu LKM sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan program di tingkat

kelurahan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2007).

b. Fungsi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

LKM memiliki berbagai fungsi diantaranya yaitu:

1) Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai

kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata

masyarakat setempat

2) Penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb).

3) Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis.

4) Pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan.

5) Pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
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6) Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan/desa

setempat.

7) Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan

kebijakan dan program pemerintah setempat.

8) Mitra kerja pemerintah kelurahan/desa setempat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan

kapasitas masyarakat.

c. Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) terbentuk melalui serangkaian

proses kegiatan yang berlandaskan pada kesadaran kritis masyarakat terhadap

substansi makna “LKM” sebagai organisasi warga masyarakat, dan juga

LKM terbentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan “aturan” bersama yang

diputuskan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. LKM hanya

dapat dibangun dan dibubarkan atas persetujuan, kesepakatan serta keputusan

dari segenap lapisan masyarakat yang ada dan tinggal di kelurahan tersebut.

Hal ini merupakan suatu prinsip yang dimaksudkan agar LKM benar-benar

dimiliki oleh masyarakat dan tidak dimiliki oleh sekelompok orang atau

sekelompok unsur masyarakat atau pihak-pihak di luar masyarakat

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2007).

2. Konsep Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Konsep KSM meliputi pengertian KSM, tujuan pembangunan KSM, serta

peran dan fungsi KSM yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:
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a. Pengertian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan

diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu,

yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam

kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

b. Tujuan Pembangunan KSM

c. Tujuan pembangunan KSM tersebut yaitu terwujudnya kelompok-

kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berdaya dan mampu

memecahkan persoalan mereka secara mandiri

d. Peran dan Fungsi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Secara konseptual, dalam berkelompok masyarakat bisa mengambil banyak

manfaat darinya.  Oleh karena itu, keberadaan KSM diharapkan bisa

memenuhi kebutuhan materiil maupun psikologis warga masyarakat.  Sejalan

dengan hal tersebut, maka KSM diharapkan dapat berperan dan berfungsi

seperti berikut ini :

1) Sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial

Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong

terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara

pandang dan cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek

kehidupan sehari-hari.

2) Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah

Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM lazimnya berkaitan dengan upaya

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan

penyelesaiannya.
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3) Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi

Apabila ada permasalahan, kepentingan, ataupun harapan yang

berkembang di masyarakat, maka KSM dapat menampungnya, membahas

dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang relevan, dengan tetap

berpijak pada hak-hak warga masyarakat yang lainnya.

4) Sebagai wadah untuk menggalang tumbuhnya saling kepercayaan

(social trust).  Melalui KSM, para anggota bisa saling terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab semata-mata atas

dasar saling percaya.  Saling percaya secara sosial ini dapat dibangun

melalui cara penjaminan di antara para anggota kelompok yang telah

bersepakat, serta melalui rekomendasi kelompok.  Ketika kelompok

membangun hubungan dengan pihak lainpun, kepercayaan tersebut

sebagai modalnya yang utama.

5) Sebagai wahana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Apabila masyarakat membutuhkan dana atau modal, maka KSM bisa

berfungsi sebagai sumber keuangan.  Keuangan di KSM bisa bersumber

dari pihak luar ataupun dari internal anggota sendiri, misalnya dengan cara

iuran bersama.  Iuran anggota tersebut bisa menjadi modal usaha dan

sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan pemersatu dan membangun

kekuatan secara mandiri (Kementerian Pekerjaan Umum, 2007).

3. Konsep Program

Pengertian program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang
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akan dijalankan.  Menurut Jones (1984), program adalah cara yang disahkan

untuk mencapai tujuan.  Pengertian tersebut menggambarkan bahwa

program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai

tujuan itu sendiri.  Pada hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk

mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

a. Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program

sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumberdaya manusia yang

kompeten dan berkualitas.

b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat

tercapai.

c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja

dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan

dengan program lainnya.

4. Konsep Program PPMK (Program Peningkatan Penghidupan
Masyarakat Berbasis Komunitas)

PPMK merupakan salah satu komponen program PNPM Mandiri Perkotaan

pada fase kemandirian. Kegiatan Program Peningkatan Penghidupan

Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) merupakan salah satu

pengembangan konsep Tridaya khususnya melalui peningkatan penghidupan
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warga miskin dan perempuan yang terhimpun dalam Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM). Strategi pelaksanaan PPMK melalui proses

pendampingan dan fasilitasi. Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat

Berbasis Komunitas (PPMK) merupakan intervensi pada pengembangan

kegiatan-kegiatan produktif masyarakat yang secara langsung dapat

meningkatkan penghidupan masyarakat miskin dengan pendekatan

pendampingan KSM.

Oleh karena itu, pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan

pengembangan usaha KSM dalam PPMK dilakukan melalui prinsip

pengembangan lima aset sumber penghidupan manusia, yaitu modal

sumberdaya manusia (human capital), modal sosial (social capital),

sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan

sumberdaya keuangan (financial capital) (Kementerian Pekerjaan Umum,

2014).

a. Tujuan Program PPMK

Tujuan program PPMK yaitu menguatkan kelembagaan dan kegiatan usaha

KSM secara mandiri dan berkesinambungan yang berorientasi pada

peningkatan penghidupan masyarakat miskin (sustainable livelihood).

b. Strategi

Strategi dalam rangka mencapai tujuan program, PPMK menerapkan 3 (tiga)

strategi dasar yaitu:

1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KSM

Kelembagaan KSM mencakup media (wadah) dan pranatanya (prinsip,

nilai, aturan dan pengaturannya). KSM dalam PPMK merupakan media
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proses pembelajaran warga miskin (PS-2) dalam rangka memperkokoh dan

mempertangguh nilai-nilai universal dan saling peduli antar anggotanya.

2) Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam kegiatan

peningkatan penghidupan masyarakat

Kapasitas kelompok masyarakat miskin mencakup dimensi moral,

intelektual, material dan manajerial.  Kelompok masyarakat miskin yang

terdiri dari kumpulan beberapa rumah tangga pada dasarnya telah memiliki

aset berupa aset keuangan, aset sosial (modal sosial, nilai-nilai kebajikan,

dan jaringan sosial), aset fisik lingkungan, aset sumberdaya manusia

maupun aset yang berkaitan dengan akses terhadap sumberdaya alam dan

informasi. Peningkatan kapasitas tersebut dimaksudkan untuk memperluas

akses terhadap berbagai aset, di antaranya kebebasan dalam menyalurkan

aspirasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan guna

kesinambungan kualitas kehidupan keluarga miskin.

3) Meningkatkan pelayanan LKM melalui unit-unit pelaksana untuk

masyarakat miskin

Keberadaan LKM serta Unit-Unit Pelaksananya Unit Pengelola Keuangan

(UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial

(UPS) dimaksudkan untuk memperluas dan mempermudah akses pelayanan

kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan

penghidupannya. Secara umum layanannya berupa penyediaan akses

infratruktur permukiman maupun infrastruktur produktif, akses sosial dan

akses ekonomi, terutama dukungan dana bergulir untuk usaha produktif.
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c. Sasaran Program PPMK

Penerima manfaat program PPMK adalah KSM-KSM dengan kriteria sebagai

berikut :

1) Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif)

2) Jumlah anggota minimal 5 orang

3) Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2)

4) Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana

5) Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir pernah mendapat

pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lain dengan tingkat

pengembalian pinjaman > 90%

6) Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa

KSM yang memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau memiliki potensi

untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

d. Komponen Program

Kegiatan PPMK terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1) Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan

usaha KSM

2) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK

3) Bantuan Teknis

e. Hasil

Keluaran atau hasil yang diharapkan dari kegiatan PPMK adalah sebagai

berikut:

1) Meningkatnya jumlah KSM yang dapat melaksanakan kegiatan

peningkatan penghidupan masyarakat berorientasi tridaya
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2) Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses serta bekerjasama

dengan berbagai pihak dalam berbagai program tridaya untuk peningkatan

penghidupan masyarakat

3) Meningkatnya jumlah warga miskin peserta kegiatan PPMK (Kementerian

Pekerjaan Umum, 2014).

5. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan,

hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pemanfaatan

sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan

secara sadar, yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa

untuk kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari

pencapaian sasaran. Apabila kegiatan yang dijalankan memiliki hasil yang

semakin mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektivitasnya (Siagian

2003, dalam Mutakin, 2013). Dalam hal ini, efektivitas merupakan

pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki

secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran

(output).

Menurut Zahnd (2006) efektivitas berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau

efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan

sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih
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memfokuskan pada dampak atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan

pada ketepatan mengenai sumberdaya, yaitu mencakup anggaran, waktu,

tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui

konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan

apakah perlu tidaknya dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk

dan manajemen organisasi. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap

organisasi, kegiatan ataupun program. Program dikatakan efektif apabila

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas

merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005).

Berdasarkan pendapat di atas tampak bahwa efektivitas mempunyai

hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar

kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang

diharapkan atau dikatakan spending wisely, mengenai rumusan efektivitas

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Outcome
Efektivitas:

Input

Gambar 1. Rumusan efektivitas (Mahmudi, 2005).
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Gambar 1 di atas menjelaskan seluruh siklus input, proses dan output yang

mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang

menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah

dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya

dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas

yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan

yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis,

(1987) yakni:

a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk

memperoleh sumberdaya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau

mekanisme organisasi.

c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output,

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang

sesuai dengan rencana.

Steers, 1985 dalam Aquino, 2011 mengemukakan bahwa ukuran efektivitas

adalah sebagai berikut:
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a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun

waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses

sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Maka dari itu, digunakan tolak ukur proses pengadaan

dan pengisian tenaga kerja.

6. Konsep Kemiskinan

Secara luas kemiskinan acap kali didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai

oleh serba kekurangan seperti kekurangan modal usaha, kekurangan

ekonomi, pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan

transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi kemiskinan dengan

menggunakan kebutuhan dasar seperti diterapkan oleh Departemen Sosial,

kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan
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dasar minimal untuk hidup layak (Depsos, 2003). Kebutuhan pokok dalam

definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan,

perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Supriatna 1997 dalam Kadji 2006 menyatakan bahwa kemiskinan adalah

situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang

bersangkutan.  Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh

rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan

gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran

ketidakberdayaan.  Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber

daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun

nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap

rendahnya pendidikan informal. Soekanto (2006) juga mengartikan

kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup

memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak

mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok

tersebut. Kartasasmita, 2006 dalam Mardianto, 2012 mengemukakan bahwa

kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat

penyebab, diantaranya yaitu:

a. Rendahnya taraf pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan

pengembangan diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja

yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi

kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
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b. Rendahnya derajat kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya

tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

c. Terbatasnya lapangan kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga

diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan

kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan

lingkaran kemiskinan.

d. Kondisi keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil

dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat

terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan

yang dinikmati masyarakat lainnya.

Selanjutnya Robert Chambers 1983 dalam Kadji 2006 menegaskan bahwa

faktor penyebab terjadinya kemiskinan yaitu:  Lilitan kemiskinan, hilangnya

hak atau kekayaan yang sukar kembali disebabkan oleh desakan kebutuhan

yang melampaui batas kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah

diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba

dihadapkan pada krisis yang hebat.  Lazimnya kebutuhan yang mendorong

sesorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal yaitu kewajiban,

adat, musibah, ketidak mampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan

pemerasan.
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Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan

tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat

kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum,

kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam

menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk,

yaitu:

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut yaitu kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di

bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang

dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif yaitu suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga

menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada

bantuan dari pihak luar.

4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural ialah situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya

akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan

sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi
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seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan struktural juga

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a) kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumberdaya alam dan

prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus,

b) kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau

pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai

sumberdaya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata

(Suryawati, 2005).

Golongan yang menderita kemiskinan struktural di perkotaan umumnya

adalah kaum migran yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak

menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan

kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Contoh dari golongan ini adalah

kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang

asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled

labour). Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal  dan

tanpa fasilitas  dari pemerintah yang sekarang dapat dinamakan golongan

ekonomi lemah (Soedjatmoko, 1981 dalam Departemen Komunikasi dan

Informatika, 2008). Alfian (1984) menjelaskan kemiskinan dengan

mengelompokkan dalam dua hal, yaitu kemiskinan alamiah sebagai

kemiskinan yang timbul akibat faktor sumber daya yang langka atau faktor

tingkat perkembangan teknologi yang rendah, sedangkan kemiskinan buatan

diakibatkan pada faktor kelembagaan dimana anggota masyarakat tidak

mampu mengakses dan menguasai sarana dan fasilitas sosial ekonomi secara

merata dan berkeadilan sosial.
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Kemiskinan barangkali disinyalir sebagai penyakit sosial ekonomi yang perlu

dituntaskan. Ada pula beberapa pihak yang menyatakan kemiskinan identik

dengan nasib atau suratan takdir. Meski demikian, kesimpulan dari beberapa

pendapat di atas yaitu kemiskinan merupakan realitas sosial yang bisa

menimpa suatu kelompok masyarakat tertentu karena dilatarbelakangi

berbagai akar permasalahan. Oleh karena itu, kemiskinan bukanlah sesuatu

fakta sosial yang secara mendadak muncul begitu saja akibat faktor penyebab

tunggal. Kemiskinan bersifat multi dimensional dan cenderung membentuk

siklus yang secara berkesinambungan dan terus berlanjut sehingga sulit

diputus pada fase manapun yang dilalui (Santosa, 2016).

7. Konsep Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan adalah sama dengan pengeluaran. Pendapatan yang dicapai oleh

jangka waktu tertentu senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu

tersebut. Pendapatan senantiasa harus sama dengan pengeluaran karena kedua

istilah ini menunjukan hal yang sama hanya dipandang dari sudut pandang lain

(Winardi, 1975). Keluarga pada umumnya terdiri dari seorang kepala keluarga

dan beberapa orang anggotanya.  Kepala rumah tangga adalah orang yang

paling bertanggungjawab terhadap rumah tangga tersebut, sedangkan anggota

keluarga atau rumah tangga adalah mereka yang hidup dalam satu atap dan

menjadi tanggungan kepala rumah tangga yang bersangkutan.

Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan indikator yang penting untuk

mengetahui tingkat hidup rumah tangga. Sumber pendapatan rumah tangga

digolongkan kedalam dua sektor yang kemudian dijumlahkan, yaitu sektor
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pertanian dan non pertanian.  Sumber pendapatan dari sektor pertanian dapat

dirincikan lagi menjadi pendapatan dari usahatani, ternak, buruh petani,

menyewakan lahan dan bagi hasil.  Sumber pendapatan dari sektor non

pertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga,

perdagangan, pegawai, jasa, buruh non pertanian serta buruh subsektor

pertanian lainnya (Sajogyo, 1990).

Menurut (Soeratno, 1996 dalam Andi, 2016) ukuran pendapatan yang

digunakan untuk tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendapatan rumah

tangga yang diperoleh dari bekerja.  Tiap anggota keluarga berusia kerja

dirumah tangga akan terdorong bekerja untuk kesejahteraan keluarganya.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa anggota keluarga seperti istri dan

anak-anak adalah penyumbang dalam berbagai kegiatan baik dalam pekerjaan

rumah tangga maupun mencari nafkah (Andi, 2016).  Konsep pendapatan

rumah tangga ini digunakan untuk melihat perubahan kondisi pendapatan

anggota KSM sebelum dan sesudah mengikuti program PPMK.

8. Faktor- faktor yang berhubungan dengan efektivitas program PPMK

Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas program PPMK ini dilihat

dari strategi pendampingan program PPMK melalui lima aset penghidupan

masyarakat (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014) yaitu modal sumberdaya

manusia (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam

(natural capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya

keuangan (financial capital). Berikut ini dapat dilihat pengertian serta

indikator dari ke lima aset tersebut.
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a. Modal sumberdaya manusia (human capital)

Sumberdaya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun

perusahaan. Sumberdaya manusia juga merupakan kunci yang menentukan

perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan

organisasi itu. Menurut Nawawi  (2001), sumberdaya manusia adalah

manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang

disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain sebagainya.

Mangkunegara (2005) mengemukakan indikator kompetensi modal

sumberdaya manusia adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan

karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap

kinerjanya. Menurut (Hutapea dan Nurianna, 2008) indikator kompetensi

sumberdaya manusia yaitu:

a. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi:

1) Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing

yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja.

2) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan,

prosedur, teknik yang baru dalam perusahaan.

3) Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan teknik

yang tepat dan benar.

b. Keterampilan individu meliputi:

1) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
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2) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.

c. Sikap kerja

1) Memiliki kemampuan dalam berkreativitas dalam bekerja.

2) Adanya semangat kerja yang tinggi.

3) Memiliki kemampuan dalam perencanaan atau pengorganisasian.

Menurut Widjajanti (2011), modal manusia (human capital) adalah suatu aset

yang berhubungan dengan intelektualitas dan kondisi seseorang yang

diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal yang didukung oleh

kesehatan jasmani dan rohani yang prima dan kemampuan melakukan

hubungan atau interaksi antarsesama secara baik, menguntungkan, dan

berkelanjutan.

b. Modal sosial (social capital)

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak

mungkin dapat hidup secara individu mengatasi berbagai masalah yang

dihadapi. Besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu

kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan

hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal

ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam

jaringan hubungannya (Bourdieu, 1986 dalam Syahra, 2003).

Coleman 1988, dalam Syahra, 2003 berpendapat bahwa pengertian modal

sosial ditentukan oleh fungsinya. Beliau mengidentifikasi tiga unsur utama

yang merupakan pilar modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang

timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Kedua, adalah
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pepntingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk

mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Pilar ketiga adalah

norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa

adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota

masyarakat maka yang muncul adalah keadaan anomie dimana setiap orang

cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan

orang lain dan tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak

ada norma yang disepakati bersama berkaitan dengan sanksi tersebut.

Berbeda lagi dengan (Putnam 1993, dalam Syahra, 2003) mendefinisikan

modal sosial sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma,

dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk

mendapatkan manfaat bersama. Putnam menganggap modal sosial sebagai

seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal

sosial terdiri dari “networks of civic engagements” jaringan keterikatan sosial

yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu

kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam ada dua hal

yang merupakan asumsi dasar dari konsep modal sosial, yakni adanya

jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling

mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang

yang termasuk dalam jaringan tersebut.

Menurut Syahra 2003, dalam Abdurachman, 2015 modal sosial memiliki 10

unsur sebagai berikut:

1) Kepercayaan (trust) adalah kecendurangan untuk menepati suatu yang

telah dikatakan  secara lisan ataupun tulisan.
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2) Solidaritas, kesediaan untuk secara sukarela  menanggung suatu

konsekuensi sebagai wujud adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi

suatu masalah.

3) Toleransi, kesediaan untuk memberikan konsensi atau kelonggaran

dalam bentuk materi mnapun non materi sepanjang tidak berkenaan

dengan hal-hal yang bersifat prinsip dalam hidupnya.

4) Tanggung jawab adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai

cerminan rasa peduli terhadap masalah-masalah yang menyangkut

kepentingan bersama.

5) Kerja sama adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesediaan dari

semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi yang seimbang dalam

melakukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama.

6) Kebersamaan adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya

kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan

bersama.

7) Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang mengutamakan kemapuan

sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa tergantung kepada

atau mengharapkan bantuan orang lain.

8) Keterbukaan adalah kesediaan menyampaikan secara apa adanya segala

hal yang orang lain berkepentingan mengganggap bahwa mereka perlu

mengetahuinya.

9) Keterusterangan adalah kesediaan untuk menyampaikan secara apa yang

sesungguhnya dipikrkan atau dirasakan tanpa dihalangi oleh perasaan

enggan atau takut.
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10) Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang

lain atau kemampuan untuk mnempatkan diri dalam situasi orang lain.

c. Sumberdaya alam (natural capital)

Sumberdaya alam merupakan kekayaan alam yang ada di bumi yang bisa

dimanfaatkan oleh manusia berupa mahluk hidup ataupun benda, sumberdaya

alam ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumberdaya alam

yang dapat diperbarui adalah sumberdaya alam yang dapat dipulihkan

kembali setelah melalui proses pemakaian. Proses pemulihan ini dapat

dilakukan secara alami, artinya dibiarkan alam saja yang memperbaiki diri,

atau bisa juga diperbaiki oleh manusia sebagai pelaku pembangunan

sekaligus sebagai penentu keberlangsungan dari pemanfaatan semua

sumberdaya alam itu.

Sumberdaya alam yang dapat diperbarui banyak sekali ragamnya.

Sumberdaya alam yang dapat diperbarui hampir semuanya berkenaan dengan

lapisan kehidupan hewan dan tumbuhan ditambah dengan lingkungan

fisiknya, seperti air, udara, tanah, dan sinar matahari. Sebagai contoh,

pertanian, perkebunan, dan peternakan, termasuk sumberdaya alam yang

dapat diperbarui. Sumberdaya alam yang tidak bisa diperbarui adalah

sumberdaya alam yang tidak bisa dipulihkan kembali setelah melalui proses

pemakaian.
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d. Modal keuangan (financial capital)

Modal keuangan yaitu sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Modal

finansial mengacu pada dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman dana

dan dana yang dimiliki oleh sendiri.

e. Modal fisik (physical capital)

Modal fisik adalah fasilitas atau aset yang digunakan sebagai alat dan

pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha atau aktivitas dalam

rangka pencapaian tujuan seperti gedung, jalan, alat-alat, mesin, dan

sebagainya. Modal fisik dapat diukur dengan menggunakan enam indikator

yaitu sarana produksi pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan

prasarana kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana

komunikasi, dan sarana dan prasarana transportasi (Widjajanti, 2011).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian di bawah ini ialah penelitian terdahulu yang relevan

dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini ulasan sacara singkat.

Berdasarkan hasil penelitian Aquino (2010) yang berjudul “Efektivitas

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

dalam Memberdayakan Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Negeri Katon

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung” menyimpulkan bahwa program

PNPM-MP telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan umum dan tujuan

khususnya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat efektivitas

program tersebut meliputi tingkat partisipasi anggota dengan nilai tinggi,
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peranan TPK dengan nilai tinggi, dan tingkat dana PNPM-MP dengan rata-

rata mendapat bantuan dengan ukuran sedang.

Aji (2010) dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani di Desa Trisno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran”, menyimpulkan bahwa program sudah berjalan dengan efektif.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas PUAP adalah keragaan

gapoktan, kegiatan pengetahuan dan penyuluhan tentang program. Faktor

yang tidak berhubungan adalah jumlah dana BLM yang diterima, sedangkan

faktor yang paling berhubungan yaitu keragaan gapoktan.

Kholifa (2016) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Modal Sosial

terhadap Produktivitas Petani (Studi Kasus di Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap)” menyimpulkan bahwa pengaruh modal sosial yang

berhubungan nyata terhadap produktivitas petani di antaranya kepercayaan,

partisipasi, jaringan, dan norma sosial.

Praja (2015) dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Program

Pengembangan BP3K Sebagai Model Center Of Excelence (CoE) dalam

Peningkatan Kinerja Penyuluh di Kecamatan Batanghari Kabupaten

Lampung Timur” menyimpulkan bahwa program sudah berjalan efektif.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh di BP3K model

CoE Kecamatan Batanghari yaitu pengalaman penyuluh, pendapatan

penyuluh dan pendidikan formal penyuluh, sedangkan jarak tempat tinggal
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dengan tempat bertugas, peningkatan kapasitas SDM dan insentif penyuluh

tidak berhubungan nyata.

Sari N (2011) dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pembudidaya Ikan Air Tawar di Kawasan Pesisir Desa

Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”

menyimpulkan bahwa program sudah berjalan efektif. Faktor-faktor yang

berpengaruh nyata dengan efektivitas program pemberdayaan ekonomi

masyarakat ini yaitu meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat

keterampilan, minat, modal dan tingkat penerapan teknologi. Faktor yang

tidak berpengaruh nyata terhadap efektivitas program tersebut yaitu luas

lahan kolam.

Mutakin (2013), dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di

Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat”, menyimpulkan bahwa

program sudah efektif. Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas

program tersebut yaitu tingkat pengetahuan anggota kelompok, peran

fasilitator kecamatan, dan tim pengelola kegiatan, serta jumlah dana. Faktor-

faktor yang tidak berhubungan dengan efektivitas program tersebut yaitu

tingkat partisipasi.

Rahayuningsih (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas

Penggunaan Pinjaman Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan Pada

Masyarakat Kecamatan Jepara Tahun 2011”, menyimpulkan bahwa

prnggunaan pinjaman bergulir sudah efektif. Hasil analisis faktor terdapat 16
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faktor penyebab kemacetan dalam pengembalian pinjaman bergulir dan ada 6

faktor utama yaitu waktu yang dibutuhkan hingga pencairan dana pinjaman,

lama mendapatkan persetujuan pinjaman dana pinjaman BLM, lama

mendapatkan uang pinjaman dana pinjaman BLM, pendidikan, jumlah modal

yang dialokasikan untuk usaha dari pinjaman BKM, dan jumlah peningkatan

pelanggan setelah 3 bulan mendapatkan pinjaman bergulir.

C. Kerangka Pemikiran

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM

Mandiri Perkotaan) dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan

perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan

masyarakat yang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pengokohan

kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang disebut Lembaga

Keswadayaan Masyarakat (LKM). LKM berfungsi untuk memimpin dan

memfasilitasi warga suatu kelurahan dalam melakukan upaya

penanggulangan kemiskinan di kelurahan masing-masing dengan lebih

terorganisasi, terarah dan konsisten sebagai suatu gerakan moral. LKM

menjalankan fungsinya berkerjasama dengan Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM). KSM adalah individu yang bergabung dalam suatu

kelompok yang memiliki visi dan kebutuhan yang sama dalam mencapai

tujuannya yaitu meningkatkan taraf perekonomiannya. Oleh sebab itu, untuk

memperlancar tujuannya PNPM Mandiri Perkotaan menciptakan suatu

program yaitu program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis

Komunitas (PPMK).
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Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)

difokuskan untuk memperkuat dan mengembangkan Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) sebagai wadah masyarakat miskin dalam meningkatkan

pendapatannya secara berkesinambungan melalui pengembangan usaha

ekonomi produktif dan kreatif. Kegiatan PPMK merupakan salah satu

pengembangan konsep Tridaya khususnya melalui peningkatan penghidupan

warga miskin dan perempuan yang terhimpun dalam KSM. Strategi

pelaksanaan PPMK melalui proses pendampingan dan fasilitasi oleh LKM.

Masyarakat miskin perkotaan di Kota Metro adalah golongan masyarakat

miskin struktural, masyarakat miskin di sini digambarkan bahwa mereka

sesungguhnya memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkan

usahanya, hanya saja modal yang dimiliki tidak mampu dikembangkan

secara baik, kurangnya kemampuan mengakses sumberdaya yang ada, serta

pengelolaan modal yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan terkesan

bukan ke arah perbaikan dan pembangunan yang terus-menerus, hanya saja

cukup menghidupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Modal-modal yang dimaksud adalah lima aset sumber penghidupan manusia,

diantaranya: modal sumberdaya manusia (human capital), modal sosial

(social capital), sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya fisik

(phisical capital) dan sumberdaya keuangan (financial capital). Kelima

modal tersebutlah yang menjadi strategi terbentuknya program PPMK ini,

dengan modal yang dimiliki masyarakat miskin tersebut serta didampingi
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oleh para stakeholder diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan

usaha masyarakat ke arah yang lebih prospektif.

Keberhasilan program tentu saja harus dilihat dari efektivitasnya. Program

tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila sudah efektif. Konsep

efektivitas pada penelitian ini, mengacu pada teori efektivitas Mahmudi,

2005 yaitu efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau

sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

program. Program dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran

seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hubungan antara

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan

(Mahmudi, 2005).

Efektivitas program PPMK dapat dilihat dari tujuan program PPMK yaitu

menguatkan kelembagaan dan kegiatan usaha KSM secara mandiri dan

berkesinambungan yang berorientasi pada peningkatan penghidupan

masyarakat miskin (sustainable livelihood). Pada penelitian ini tujuan

tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu: peningkatan pendapatan, penguatan

kelembagaan, serta perluasan kegiatan usaha secara rinci yaitu sebagai

berikut:

a. Peningkatan pendapatan

Peningkatan penghidupan masyarakat miskin diartikan sebagai

perubahan pendapatan yang terjadi pada anggota KSM di bidang

ekonomi setelah mengikuti program, sehingga dengan mengikuti
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program ini pendapatan anggota KSM diharapkan dapat meningkat

setelah mengikuti program (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014).

b. Penguatan kapasitas kelembagaan

Menurut Nugroho (2010), kelembagaan diartikan sebagai aturan main,

norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau

perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam

masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam

mengontrol lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku

oportunis dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam

memaksimumkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi.

Definisi tersebut mengimplikasikan 2 komponen penting dalam

kelembagaan, yaitu aturan main (rules of the game) dan organisasi

(players of the game). Penguatan kelembagaan pada penelitian ini,

dilihat dari norma/ aturan yang berlaku, apakah dijalankan atau justru

dilanggar, dan sarana/ fasilitas yang dimiliki oleh anggota KSM apakah

sudah memadai atau belum memadai.

c. Perluasan kegiatan usaha

Perluasan kegiatan usaha yaitu dilihat dari kemampuan anggota KSM

memperluas pemasaran usahanya yang berupa adanya pertambahan jenis

usaha setelah mengikuti program dan apakah ada pertambahan volume

usaha.

Apabila program PPMK ini telah berjalan dengan baik, tujuan program

tercapai yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya dana
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pinjaman modal usaha anggota KSM, menguatnya kelembagaan, serta

anggota KSM mampu memperluas kegiatan usahanya, maka program telah

berjalan efektif sehingga pendapatan anggota KSM dapat meningkat

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2014). Berdasarkan hal di atas penulis

tertarik meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program PPMK, apakah

program PPKM sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota

KSM dan juga faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan efektivitas

program PPMK tersebut.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas PPMK dalam penelitian

ini mengacu pada strategi yang digunakan oleh program PPMK itu sendiri

yaitu melalui lima aset penghidupan masyarakat (Kementerian Pekerjaan

Umum, 2014).  Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel bebas

yaitu kualitas sumberdaya manusia, kondisi modal sosial, dan kualitas

sumberdaya keuangan yang dirasa memiliki hubungan yang erat dengan

efektivitas program PPMK. Selain dari pedoman teknis PPMK, penelitian

ini menggunakan gabungan beberapa teori yang diantaranya yaitu

Mangkunegara (2001) tentang sumberdaya manusia dan (Syahra 2003,

dalam Abdurachman 2015) yang menjelaskan tentang modal sosial.

Sumberdaya manusia (X1) adalah salah satu faktor yang sangat penting

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun

perusahaan. Sumberdaya manusia juga merupakan kunci yang menentukan

perkembangan usaha. Apabila sumberdaya manusia yang dimiliki oleh

anggota KSM baik dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan
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motivasinya maka program PPMK juga akan berjalan dengan efektif dan

mencapai tujuan yang telah diharapkan.

Modal sosial (X2) adalah berupa norma atau nilai yang telah dipahami

bersama oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Apabila

modal sosial yang dimiliki oleh anggota sangatlah besar, dilihat dari

bagaimana anggota memiliki jaringan sosial yang baik, saling memiliki

kepercayaan yang kuat antar individu maupun kelompok, serta ditunjang

dengan peranan para stakeholder yang ikut andil dalam program PPMK ini

dapat berjalan dengan beriringan maka program PPMK juga akan berjalan

dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sumberdaya keuangan (X3) adalah besarnya modal usaha berupa uang yang

dimiliki anggota KSM serta didapat dari pinjaman program PPMK. Apabila

setidaknya anggota KSM sudah memiliki modal usaha sendiri dan ditambah

dengan pinjaman yang diberikan oleh program PPMK sesuai dengan

kesepakatan, tidak memiliki pinjaman lain selain pada PPMK, maka akan

memperlancar anggota melakukan usahanya, sehingga tujuan program

PPMK dapat tercapai dan berjalan dengan efektif. Berdasarkan kerangka

pemikiran, maka dapat diturunkan peubah bebas (X) dan peubah terikat (Y)

yang dapat dilihat pada Gambar 2.
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Keterangan:

: Hubungan variabel yang diuji
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Efektivitas Program PPMK di LKM Margodadi

Jaya Kota Metro.
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manusia (X1)
Indikator:
a. Tingkat pendidikan
b. Tingkat keterampilan
c. Tingkat kemampuan

membangun interaksi
antar anggota

d. Tingkat motivasi

Kondisi modal sosial
(X2)
Indikator:
a. Banyaknya jaringan

sosial
b. Tingkat kepercayaan
c. Peran atau dukungan

stakeholder

Kualitas sumberdaya
keuangan (X3)
Indikator:
a. Besarnya modal

usaha sendiri dan
pinjaman

b. Sumber pinjaman
lain
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga ada kecenderungan hubungan antara kualitas sumberdaya manusia

dengan efektivitas program PPMK di LKM Margodadi Jaya Kota Metro.

2. Diduga ada kecenderungan hubungan antara kondisi modal sosial dengan

efektivitas program PPMK di LKM Margodadi Jaya Kota Metro.

3. Diduga ada kecenderungan hubungan antara sumberdaya keuangan dengan

efektivitas program PPMK di LKM Margodadi Jaya Kota Metro.
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III. METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional, Pengukuran, dan Klasifikasi Variabel

Menurut Singarimbun (1989), yang dimaksud dengan definisi operasional

adalah unsur yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu

variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan

bagaimana mengukur suatu variabel-variabel. Pada penelitian ini yang

menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah faktor-faktor yang berhubungan

dengan efektivitas program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis

Komunitas (PPMK) dalam meningkatkan pendapatan anggota Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu kualitas sumberdaya manusia (X1),

kondisi modal sosial (X2), dan kualitas sumberdaya keuangan (X3).

Variabel terikat (Y) pada penelitian ini yaitu efektivitas program PPMK

yang merupakan besarnya derajat keberhasilan dalam mencapai tujuan

program PPMK. Variabel-variabel tersebut akan dijelaskan secara rinci

pada penjelasan di bawah ini:
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1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas program
Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK)
dalam meningkatkan pendapatan anggota KSM

Sumberdaya Manusia (X1) adalah aset yang berkaitan dengan kemampuan

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Kualitas sumberdaya

manusia dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator

yaitu tingkat pendidikan yang dilihat dari lamanya mengenyam pendidikan

(tahun), tingkat keterampilan yang dimiliki anggota Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) yang berkaitan dengan program PPMK, tingkat

kemampuan anggota KSM membangun interaksi antar anggota KSM

maupun anggota LKM, serta tingkat motivasi anggota KSM dalam

menjalankankan usahanya. Variabel kualitas sumberdaya manusia diukur

dalam satuan skor.  Setiap indikator diberi skor 1 sampai 3 berdasarkan data

lapang.

Modal sosial (X2) adalah suatu norma atau nilai yang telah dipahami

bersama oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Indikator

yang digunakan yaitu banyaknya jaringan sosial anggota KSM, tingkat

kepercayaan yang dimiliki oleh anggota KSM terhadap sesama anggota

KSM, terhadap anggota LKM, maupun fasilitator dan peran atau dukungan

para stakeholder diantaranya berupa dukungan dari aparatur setempat,

pihak-pihak swasta, maupun LKM itu sendiri.  Variabel kondisi modal sosial

diukur dalam satuan skor.  Setiap indikator diberi skor 1 sampai 3

berdasarkan data lapang.
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Sumberdaya keuangan (X3) adalah modal fisik yang dijadikan input dalam

proses produksi yakni berupa uang.  Variabel ini diukur dengan indikator

besarnya modal sendiri yang dimiliki anggota KSM sebelum mengikuti

program, serta sumber modal pinjaman yang diperoleh anggota KSM.

Sumberdaya keuangan diukur dalam satuan skor.  Setiap indikator diberi

skor 1 sampai 3 berdasarkan data lapang.

Secara rinci pengukuran dan definisi operasional faktor-faktor yang

mempengaruhi Efektivitas Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat

Berbasis Komunitas (PPMK) dalam meningkatkan pendapatan anggota

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5.  Definisi operasional dan pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program PPMK. 

No Variabel (X) Definisi Operasional Indikator Pengukuran Skor 

1. Kualitas 

sumberdaya 

manusia  

Aset yang berkaitan 

dengan kemampuan 

seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas 

tertentu. 

1. Lamanya mengikuti pendidikan 

formal dilihat (dalam ijasah) 

 

 

2. Tingkat keterampilan yang 

dimiliki responden berupa 

keterampilan bertani, di bidang 

perikanan, memasak, membuat 

kue, maupun dagang/ 

wirausaha meliputi: banyaknya 

keterampilan yang dimiliki 

anggota KSM, dan sumber 

keterampilan anggota KSM 

 

3. Tingkat kemampuan dalam 

membangun interaksi 

hubungan antar anggota KSM, 

dan anggota LKM dalam 

mengikuti pertemuan, diskusi, 

maupun kegiatan yang 

berkaitan dengan program 

PPMK meliputi: frekuensi 

interaksi anggota KSM dan 

ruang lingkup interaksi 

 

 

a. > SMA dikatakan tinggi 

b. SMP – SMA dikatakan sedang 

c. SD dikatakan rendah 

 

a. memiliki > 2 keterampilan 

b. memiliki 2 keterampilan 

c. memiliki 1 keterampilan 

 

a. memiliki > 2 sumber keterampilan 

b. memiliki 2 sumber keterampilan 

c. memiliki 1 sumber keterampilan 

 

  

a. frekuensi interaksi anggota KSM 

sering 

b. frekuensi interaksi anggota KSM 

cukup sering 

c. frekuensi interaksi anggota KSM 

jarang 

 

a. ruang lingkup interaksi anggota 

KSM luas 

b. ruang lingkup interaksi anggota 

KSM cukup luas 

c. ruang lingkup interaksi anggota 

KSM kurang luas 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

3 

2 

1 
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Tabel 5.  Lanjutan  

No Variabel (X) Definisi Operasional Indikator Pengukuran Skor 

1. Kualitas 

sumberdaya 

manusia  

Aset yang berkaitan 

dengan kemampuan 

seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas 

tertentu. 

4. Tingkat motivasi anggota 

KSM yang dilihat dari 

keinginan setiap anggota untuk 

mengembangkan usaha 

meliputi: keyakinan anggota 

KSM untuk mengembangkan 

usaha, dan keyakinan anggota 

KSM terhadap pinjaman yang 

diberikan dapat meningkatkan 

pendapatan 

a. anggota KSM yakin dapat 

mengembangkan usaha 

b. anggota KSM cukup yakin dapat 

mengembangkan usaha 

c. anggota KSM kurang yakin dapat 

mengembangkan usaha 

 

a. anggota KSM yakin pinjaman 

mampu meningkatkan pendapatan 

b. anggota KSM cukup yakin pinjaman 

mampu meningkatkan pendapatan 

c. anggota KSM kurang yakin 

pinjaman mampu meningkatkan 

pendapatan 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

3 

2 

1 
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Tabel 5.  Lanjutan 

No Variabel (X) Definisi Operasional Indikator Pengukuran Skor 

2. Kondisi 

modal sosial 

Norma atau nilai yang 

telah dipahami bersama 

dan mempunyai kekuatan 

untuk menggerakan 

masyarakat/kelompok 

dalam rangka mencapai 

tujuan bersama. 

1. Banyaknya jaringan sosial/ 

kerja yang ada pada 

lingkungan tempat tinggal 

anggota KSM dan yang 

berkaitan dengan program 

PPMK meliputi: banyaknya 

orang yang dapat diajak 

berdiskusi yang berkaitan 

dengan program PPMK, 

banyaknya rekan kerja yang 

dimiliki selain anggota 

sesama KSM, frekuensi 

anggota mengikuti pelatihan/ 

pertemuan dengan anggota 

LKM, serta keikutsertaan 

anggota KSM dengan 

organisasi lain 

 

 

2. Tingkat kepercayaan antar 

anggota kelompok KSM 

maupun pada anggota LKM 

dan tim fasilitator meliputi: 

kepercayaan anggota KSM 

terhadap LKM, banyaknya 

kepercayaan kepada sesama 

anggota KSM, kepercayaan 

terhadap tim fasilitator 

a. Memiliki teman diskusi > 4 orang 

b. Memiliki teman diskusi 3 orang 

c. Memiliki teman diskusi 1-2 orang 

 

a. Memiliki > 3 rekan kerja 

b. Memiliki 2 rekan kerja 

c. Memiliki 1 rekan kerja 

 

a. Mengikuti pelatihan dengan LKM > 

4 kali 

b. Mengikuti pelatihan dengan LKM 

3-4 kali 

c. Mengikuti pelatihan dengan LKM < 

2 kali 

 

a. Mengikuti > 5 organisasi 

b. Mengikuti 3-5 organisasi 

c. Mengikuti 1-2 organisasi 

 

a. Anggota KSM percaya kepada 

LKM 

b. Anggota KSM cukup percaya 

kepada LKM 

c. Anggota KSM kurang percaya 

kepada LKM 

 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

3 

2 

1 
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Tabel 5.  Lanjutan  

No Variabel (X) Definisi Operasional Indikator Pengukuran Skor 

2. Kondisi 

modal sosial 

Norma atau nilai yang 

telah dipahami bersama 

oleh masyarakat 

(kelompok) dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. 

2.  Tingkat kepercayaan antar 

anggota kelompok KSM 

maupun pada anggota LKM 

dan tim fasilitator meliputi: 

kepercayaan anggota KSM 

terhadap LKM, banyaknya 

kepercayaan kepada sesama 

anggota KSM, kepercayaan 

terhadap tim fasilitator 

 

 

 

 

 

3. Peran atau dukungan 

stakeholder yang berkaitan 

dengan kegiatan produksi 

maupun pemasaran usaha 

seperti dukungan dari aparatur 

setempat, pemerintah/ dinas 

terkait, dan dukungan dari 

pihak swasta seperti bank, 

koperasi, dll) 

Meliputi: peran/ dukungan 

memberikan bantuan modal, 

peralatan usaha, memasarkan 

produk, serta memberi bantuan 

dalam perijinan usaha. 

a. Percaya pada seluruh anggota KSM 

b. Percaya kepada sebagian besar 

anggota KSM 

c. Percaya kepada sebagan kecil 

anggota KSM 

 

a. anggota KSM percaya kepada tim 

fasilitator 

b. anggota KSM cukup percaya 

kepada tim fasilitator 

c. anggota KSM kurang percaya 

kepada tim fasilitator 

 

 

a. anggota KSM mendapatkan > 3 

dukungan 

b. anggota KSM mendapatkan 2-3 

dukungan 

c. anggota KSM mendapatkan 1 

dukungan 

3 

2 

1 

 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 
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Tabel 5.  Lanjutan  

No Variabel (X) Definisi Operasional Indikator Pengukuran Skor 

3. Kualitas 

sumberdaya 

keuangan 

Modal fisik yang 

dijadikan input dalam 

proses produksi yakni 

berupa uang. 

1.  Modal usaha yaitu modal 

yang dimiliki sebelum 

mengikuti program PPMK 

dibandingkan modal 

pinjaman pada program 

PPMK 

 

2. Sumber modal lain yang 

berupa pinjaman selain 

meminjam pada program 

PPMK 

a. memiliki modal sendiri > modal 

pinjaman 

b. memiliki modal sendiri sama dengan 

dari modal pinjaman 

c. memiliki modal sendiri < modal 

pinjaman 

 

a. tidak memiliki sumber pinjaman lain 

selain program PPMK 

b. memiliki 1 sumber pinjaman lain 

selain program PPMK 

c. memiliki > 2 sumber pinjaman lain 

selain program PPMK 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 
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Tabel 6.  Definisi operasional dan pengukuran efektivitas program PPMK. 

Variabel (Y) Definisi Operasional Indikator Skor 

Efektivitas 

program PPMK 

Besarnya derajat 

keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan 

program PPMK. 

1. Peningkatan pendapatan 

anggota KSM, yaitu 

meningkatnya jumlah 

pendapatan yang dimiliki 

oleh anggota setelah 

mengikuti program PPMK 

meliputi: peningkatan 

pendapatan anggota KSM, 

dan besarnya peningkatan 

pendapatan anggota KSM 

a. anggota KSM tidak merasakan peningkatan 

pendapatan diberikan skor 3 

b. anggota KSM cukup merasakan peningkatan 

pendapatan diberikan skor 2 

c. anggota KSM sangat merasakan peningkatan 

pendapatan diberikan skor 1 

 

a. pendapatan anggota meningkat 68-100% 

setelah mengikuti program diberikan skor 3 

b. pendapatan anggota meningkat antara 34-67% 

setelah mengikuti program diberikan skor 2 

c. pendapatan anggota meningkat 0-33% setelah 

mengikuti program dberikan skor 1 

 

  2. Penguatan kapasitas 

kelembagaan KSM yaitu 

peningkatan kemampuan 

kelompok untuk memahami 

aturan dan melaksanakan 

pembangunan dalam arti luas 

secara berkelanjutan yang 

terdiri dari norma/peraturan 

yang dijalankan serta sarana 

dan teknologi yang dimiliki 

anggota KSM 

Meliputi: penggunaan modal 

pinjaman, cara mengangsur 

pinjaman, kesesuaian waktu  

a. Modal pinjaman hanya digunakan untuk 

menambah modal usaha diberikan skor 3 

b. Sebagian modal digunakan untuk hal lain 

diberikan skor 2 

c. Seluruh modal digunakan untuk hal lain 

diberikan skor 1 

 

a. Mengangsur pinjaman dengan datang langsung 

ke UPK sesuai waktu yang disepakati 

diberikan skor 3 

b. Mengangsur pinjaman dengan datang ke ketua 

kelompok/ anggota lain diberikan skor 2 

c. Mengangsur pinjaman saat didatangi oleh 

ketua anggota diberikan skor 1 
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Tabel 6.  Lanjutan  

Variabel (Y) Definisi Operasional Indikator Skor 

Efektivitas 

program PPMK 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya derajat 

keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan 

program PPMK. 

pembayaran angsuran, pelaporan 

penggunaan dana pinjaman, 

kepemilikan sarana dan teknologi, 

penggunaan komputer dalam 

pengelolaan administrasi KSM, serta 

penggunaan internet dalam 

mengakses informasi. 

 

a. membayar angsuran sesuai waktu yang 

ditentukan diberikan skor 3 

b. membayar angsuran cukup sesuai waktu yang 

ditentukan (masih dalam tenggang waktu yaitu 3 

hari) diberikan skor 2 

c. membayar angsuran tidak sesuai waktu yang 

ditentukan diberikan skor 1 

 

a. sering melakukan pelaporan penggunaan dana 

diberikan skor 3 

b. jarang melakukan pelaporan penggunakan dana 

diberikan skor 2 

c. tidak pernah melakukan pelaporan penggunaan 

dana diberikan skor 1 

 

a. memiliki 8-10 buah sarana diberikan skor 3 

b. memiliki 4-7 buah sarana diberikan skor 2 

b. memiliki 0-3 buah sarana diberikan skor 1 

    

a. selalu menggunakan komputer diberikan skor 3 

b. jarang menggunakan komputer diberikan skor 2 

c. belum menggunakan komputer diberikan skor 1 

 

a. sering menggunakan internet diberikan skor 3 

b. jarang menggunakan internet diberikan skor 2 

c. tidak pernah menggunakan internet diberikan 

skor 1 
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Tabel 6.  Lanjutan  

Variabel (Y) Definisi Operasional Indikator Skor 

Efektivitas 

program PPMK 

Besarnya derajat 

keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan 

program PPMK. 

3.  Anggota KSM mampu melakukan 

perluasan kegiatan usaha, yaitu 

kemampuan anggota KSM 

melakukan perluasan usaha 

meliputi: pertambahan jenis usaha 

anggota KSM dan pertambahan 

volume usaha anggota KSM 

a.  anggota KSM banyak melakukan penambahan 

jenis usaha diberikan skor 3 

b.  anggota KSM cukup banyak melakukan 

penambahan jenis usaha diberikan skor 2 

c.  anggota KSM tidak melakukan penambahan 

jenis usaha diberikan skor 1 

 

a. anggota KSM mengalami pertambahan volume 

usaha diberikan skor 3 

b. anggota KSM cukup mengalami pertambahan 

volume usaha diberikan skor 2 

c. anggota KSM kurang mengalami pertambahan 

volume usaha diberikan skor 1 
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2. Efektivitas program PPMK dalam meningkatkan pendapatan anggota
KSM

Efektivitas Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis

Komunitas/ PPMK (Y) adalah besarnya derajat keberhasilan dalam

pencapaian tujuan program PPMK. Efektivitas merupakan hubungan antara

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau

kegiatan (Mahmudi, 2005). Efektivitas program PPMK yang akan dikaji

pada penelitian ini meliputi peningkatan pendapatan anggota KSM setelah

mendapatkan program PPMK yaitu dilihat dari apakah ada peningkatan

pendapatan anggota KSM sebelum mengikuti program dan sesudah

mengikuti program, kemampuan anggota KSM meningkatkan kapasitas

kelembagaan yang mana kelembagaan ini dilihat dari komponen

kelembagaan yang terdiri dari norma/ aturan yang berlaku, serta sarana dan

fasilitas yang dimiliki oleh KSM dalam menunjang kegiatan usahanya, serta

kemampuan anggota KSM melakukan perluasan kegiatan usaha.

Dasar klasifikasi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) mengacu pada

rumus (Sturges dalam Dajan, 1986) sebagai berikut:

k

YX
Z




Keterangan:

Z = interval kelas Y = nilai terendah

X = nilai tertinggi k  = banyaknya kelas atau kategori
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Banyaknya kelas dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja yakni

sebanyak 3 (tiga) kelas. Hal ini berdasarkan pertimbangan untuk

memudahkan pengklasifikasian. Skor yang digunakan yaitu 3, 2, dan 1.

Diklasifikasi menjadi tinggi, sedang, dan rendah.

A. Penentuan Lokasi, Waktu, dan Sampel Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di LKM Margodadi Jaya Kecamatan Metro

Selatan Kota Metro, Lampung. Pemilihan lokasi ini ditentukan dengan

menggunakan metode purposive yaitu suatu metode penentuan lokasi atau

sampel penelitian yang disengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan

tertentu (Hadi, 2002).  Dasar pertimbangan yang dipakai dalam memilih lokasi

penelitian ini, yaitu: Kelurahan Margodadi adalah salah satu Kelurahan yang

dipilih sebagai lokasi diadakannya program PPMK karena LKM ini dipandang

memenuhi syarat yang ditentukan dalam dijalankannya program tersebut, LKM

Margodadi Jaya juga adalah LKM terbaik se Kota Metro.  Waktu pengumpulan

data dan penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan

September 2016.

Populasi penelitian berasal dari anggota Kelompok Swadaya Masyarakat di

LKM Margodadi Jaya Kota Metro yang mendapatkan program PPMK.  Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik sampling jenuh,

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi

digunakan sampel (sensus).  Teknik ini digunakan bila jumlah populasi relatif

kecil yaitu kurang dari 30 orang (Sugiyono, 2015).  Populasi dalam penelitian
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ini berjumlah 25 responden yang berasal dari 5 KSM dan masing-masing

kelompok terdiri dari 5 orang anggota penerima program PPMK.

B. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung jawaban

permasalahan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.  Data

primer tersebut berupa hasil informasi dari hasil wawancara dari seluruh

anggota KSM penerima program PPMK dengan menggunakan kuisioner. Data

sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa buku panduan teknis

LKM, literatur dan sumber lain yang dapat dipercaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Wawancara Terstruktur, teknik wawancara adalah dengan mengajukan

pertanyaan kepada anggota KSM  di Kota Metro yang menjadi responden

penelitian dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah

dipersiapkan sebelumnya, untuk mendapatkan data.  Wawancara kepada

anggota KSM dilakukan dengan cara mendatangi responden ke sekretariat

LKM Margodadi Jaya, sedangkan untuk anggota KSM yang berhalangan

hadir maka wawancara disesuai dengan kesediaan waktu responden.

2. Observasi, dilakukan melalui kunjungan langsung ke LKM dan juga KSM,

untuk mengamati jalannya program PPMK yang bertujuan untuk

mengetahui pelaksanaan program.

3. Dokumentasi, merupakan salah satu cara memperoleh informasi dengan

membaca dan mencari informasi terkait, melalui referensi buku pedoman
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pinjaman bergulir atau data lainnya di sekretariat Koordinator Kota dan

LKM Kota Metro.

C. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk tujuan penelitian pertama dan ke dua

dianalisis dengan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan program PPMK dan untuk mengetahui apakah program tersebut

sudah berjalan efektif atau belum.  Tujuan ke tiga penelitian ini yaitu untuk

melihat hubungan variabel x dan y yang dianalisis menggunakan metode

deskriptif dan analisis tabulasi silang. Analisis tabulasi silang atau elaborasi

adalah metode analisis sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup

kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel.  Tabulasi silang dibuat untuk

hubungan antar variabel-terpengaruh, antarvariabel-pengaruh atau antara

variabel pengaruh dan terpengaruh.  Tabel disusun berdasarkan variabel yang

mempunyai hubungan tertentu satu sama lain (Efendi S, Singarimbun M

1889). Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara manual yaitu dengan

melihat kecenderungan data antara variabel X dan Y.



109

V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program PPMK pada LKM Margodadi Jaya meliputi tahap

persiapan program, tahap pelaksanaan program, serta tahap pencairan dan

pemanfaatan modal telah berjalan dengan baik.

2. Efektivitas program PPMK dalam meningkatkan pendapatan anggota

KSM dinyatakan telah berjalan cukup efektif.  Hal ini terlihat dari

peningkatan pendapatan anggota KSM meningkat sebesar 0-33% (3

orang), 34-67% (4 orang), dan 68-100% (18 orang), penguatan kapasitas

kelembagaan KSM sudah tercapai dengan cukup baik, serta kemampuan

anggota KSM dalam perluasan kegiatan usaha pada klasifikasi sedang

yang terlihat dari 60% (15 orang) mengalami pertambahan jenis usaha,

dan sebanyak 100% (25 orang) mengalami pertambahan volume

usahanya.

3. Faktor-faktor yang cenderung berhubungan dengan efektivitas program

PPMK yaitu kualitas sumberdaya manusia, kondisi modal sosial, serta

kualitas sumberdaya keuangan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi LKM dan fasilitator diharapkan dapat menjalankan program

PPMK dengan pendampingan KSM untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia, kondisi modal sosial, serta kualitas sumberdaya

keuangan lebih baik, sehingga dapat membantu KSM mengembangkan

usahanya.

2. Bagi pemerintah setempat agar dapat menambah jumlah modal

pinjaman dan agar dalam pencairan modal pinjaman dapat tepat waktu.

3. Bagi KSM diharapkan agar dapat menjaga dan mempertahankan

kondisi modal sosial agar efektivitas program PPMK tetap terjaga

dengan baik.

Bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Agribisnis  pada
khususnya agar dapat meneruskan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih
mendalam.
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